
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.599, 2019 KEMEN-KP. Penunjukan Lembaga Sertifikasi 

Produk. Pemberlakuan SN.I Tuna dalam Kemasan 

Kaleng. Sarden dan Makerel dalam Kemasan 
Kaleng.  

 

PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 18/PERMEN-KP/2019 

TENTANG 

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN 

KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL 

DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar 

Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar 

Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan 

Kaleng Secara Wajib, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan tentang Penunjukan Lembaga 

Sertifikasi Produk Dalam Rangka Pemberlakuan Standar 

Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar 

Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan 

Kaleng Secara Wajib; 

 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang  

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4433) sebagaimana  telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang  Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 

2.   Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

3.   Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

4.   Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar 

Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan 

Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam 

Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2001); 

5.   Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 317);   
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MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG 

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM 

RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 

TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL 

INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN 

KALENG SECARA WAJIB. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tuna dalam Kemasan Kaleng adalah produk yang terdiri 

dari daging yang diolah dari jenis tuna (Thunnus spp.), 

tongkol (Euthynnus spp., Auxis spp.), cakalang 

(Katsuwonnus spp.), dan bonito (Sarda spp.) yang 

dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, serta 

telah melalui perlakuan proses yang cukup untuk 

menjamin sterilitas komersial. 

2. Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng adalah 

sarden dan makerel dalam kemasan kaleng diolah dari 

ikan segar atau beku dari genus Sardinella spp., Clupea 

spp., Scomber spp., dan Decapterus spp., yang dikemas 

dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, serta telah 

melalui perlakuan proses yang cukup untuk menjamin 

sterilitas komersial. 

3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 

SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 

Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang 

selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah tanda bukti 

pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI.  

5. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut 

LSPro adalah lembaga penilaian kesesuaian yang 

melaksanakan kegiatan sertifikasi produk terhadap 

persyaratan SNI. 
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